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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan temuan-temuan dan pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan 

khususnya dalam bab IV, setelah dianalisis secara teori dengan temuan-temuan lapangan 

serta rumusan fokus penelitian mengenaistruktur organisasi dan peran pimpinan dalam 

manajemen pembiayaan pendidikan, analisis kebutuhan dan perhitungan biaya satuan 

pendidikan, sumber dana perguruan tinggi, perbandingan sumber dana yang dibutuhkan 

dengan sumber dana yang disediakan, proses penyusunan anggaran, pelaksanaan 

anggaran, serta dampak anggaran terhadap kemajuan perguruan tinggi di 3 Perguruan 

Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) yaitu Institut Teknologi Bandung, Institut 

Pertanian Bogor dan Universitas Pendidikan Indonesia,  penulis mengajukan kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Analisis Kebutuhan dan Perhitungan Biaya Satuan Pendidikan di Perguruan 

Tinggi 

Berdasarkan hasil temuan secara empirik, dapat disimpulkan bahwa pada 

dasarnya setiap perguruan tinggi memiliki standar komponen perhitungan dalam 

merumuskan biaya satuan pendidikan yang akan ditetapkan berdasarkan kebutuhan  

unit kerja di perguruan tinggi, serta hal ini pun mengacu pada ketetapan pemerintah 

tentang ketentuan BKT dan UKT perguruan tinggi. Dengan demikian, dalam 

melakukan analisis kebutuhan dan perhitungan biaya satuan pendidikan suatu 

perguruan tinggi didasarkan pada program dan kebutuhan yang akan diselenggarakan 

melalui metode acitivity based costing. 

  

2. Sumber Dana Perguruan Tinggi 

Berdasarkan hasil temuansecara empirik dapat disimpulkan bahwa, pada 

dasarnya sumber dana anggaran pendidikan di Indonesia diperoleh dari APBN, 

APBD, serta masyarakat. Secara umum, sumber dana PTNBH terbagi menjadi 2 jenis, 

yaitu sumber dana dari pemerintah dan sumber dana non-pemerintah yang 

dimanfaatkan untuk kemajuan suatu perguruan tinggi. 

3. Struktur Organisasi dan Peran Pimpinan dalam Manajemen Pembiayaan 
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Pendidikan di Perguruan Tinggi 

Berdasarkan hasil temuan secara empirik dapat disimpulkan bahwa, secara 

struktur organisasi di UPI, ITB, maupun IPB dalam hal manajemen biaya pendidikan 

terdiri dari level  top (rektor, wakil rektor), middle (Direktorat, Biro, Fakultas) dan 

buttom (jurusan, program studi, dan unit kerja lainnya).  

4. Perbandingan Dana yang Dibutuhkan dengan Dana yang Tersedia 

Berdasarkan hasil temuan secara empirik dapat disimpulkan bahwa, pada 

dasarnya sumber dana yang diperoleh dapat memenuhi penyelenggaraan proses 

pendidikan perguruan tinggi melalui berbagai prestasi dan capaian yang telah 

diwujudkan, walaupun pada salah satu perguruan tinggi terdapat beberapa program 

yang tidak dapat dilaksanakan karena terbatas dari penerimanaan sumber dana yang 

diterima sehingga terdapat klasifikasi jenis program atau kegiatan yang menjadi 

priotitas kebutuhan perguruan tinggi untuk diimplementasikan melalui perhitungan 

kebutuhan unitcost secara nyata. 

5. Proses Penyusunan Anggaran 

Berdasarkan hasil temuan-temuan secara empirik dapat disimpulkan bahwa 

pada dasarnya dalam penyusun anggaran terdapat banyak komponen yang perlu 

dirumuskan berdasarkan jenis dan prioritas kebutuhan yang akan ditetapkan karena 

akan berpengaruh terhadap besaran satuan biaya pendidikan yang akan ditetapkan. 

Proses penyusunan anggaran pada ketiga perguruan tinggi disusun top down, yang 

berarti bahwa unit kerja mendapatkan penetapan pagu anggaran terlebih dahulu, 

kemudian program dan kegiatan disusun sesuai dengan pagu anggaran yang telah 

ditetapkan.  

6. Pelaksanaan Anggaran 

Dalam pelaksanaan dan distribusi anggaran dikelompokkan berdasarkan pada 

strukur biaya sampai pada kebutuhan unit kerja terkecil (program studi). Hal ini pun 

mengacu pada lampiran Peraturan Menteri Kebudayaan tentang Tata Cara Penetapan 

Standar SBOP. Selain itu, pada dasarnya setiap perguruan tinggi menyampaikan 

secara terbuka dan transparan mulai dari perencanaan sampai pada kegiatan 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan 

seluruh unit kerja di perguruan tinggi, karena dalam mengelola pembiayaan 

pendidikan melibatkan berbagai pihak yang terkait.  

7. Dampak Anggaran terhadap Kemajuan Perguruan Tinggi 
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Dampak pendidikan merupakan hasil pendidikan yang terdiri dari aspek 

finansial, sosial ataupun keilmuan. Pada dasarnya efektivitas pendidikan 

menggambarkan hubungan antara input (masukan) dan output (keluaran) dari suatu 

pelaksanaan proses pendidikan, sehingga dengan mengetahui besaran biaya satuan 

pendidikan suatu program studi dapat memberikan penilaian dalam memberikan 

alternatif kebijakan sebagai upaya peningkatan produktivitas pendidikan.  Dengan 

demikian, banyak faktor yang dapat menentukan  dampak anggaran terhadap 

keberhasilan perguruan tinggi, walaupun secara umum anggaran yang diterima 

perguruan tinggi dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan 

dan ketercapaian target program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam proses 

penyelenggaraan pendidikan. 

B. IMPLIKASI 

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian yang diperoleh dari data di lapangan, 

implikasi yang dapat disajikan adalah sebagai berikut: 

Pertama, setiap perguruan tinggi memiliki standar komponen perhitungan dalam 

merumuskan biaya satuan pendidikan yang akan ditetapkan berdasarkan kebutuhan 

setiap unit kerja di suatu perguruan tinggi. Implikasi dari keadaan tersebut adalah bahwa 

setiap unit kerja sebaiknya menyusun anggaran didasarkan pada program dan kebutuhan 

yang akan diselenggarakan berdasarkan skala prioritas. 

Kedua, sumber dana pembiayaan berasal dari 2 jenis yaitu pemerintah dan non 

pemerintah. Implikasi dari keadaan tersebut adalah setiap perguruan tinggi tidak boleh 

selalu tergantung kepada dana pemerintah, tetapi sebaiknya mampu memanfaatkan 

kinerja PT sebagai upaya mencari nilai ekonomi dalam membangun kualitas PT yang 

memiliki mutu yang baik 

Ketiga, struktur organisasi dan peran pimpinan memiliki kewenangan dan 

kebijakan tertentu dalam menentukan arah keberhasilan suatu organisasi atau perguruan 

tinggi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Implikasi dari keadaan tersebut 

adalah hendaknya ada mekanisme hubungan yang baik dalam menyusun anggaran dan 

kegiatan. Adanya kebijakan pimpinan, sistem organisasi yang baik, dan komitmen SDM 

dalam mendukung proses manajemen pembiayaan akan membangun pola hubungan 

yang harmonis sehingga proses pengambilan keputusan bisa berdasarkan kesepakatan 

bersama. 
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Keempat, adanya keterbatasan dan berdasarkan perbandingan dana yang 

dibutuhkan dengan dana yang ada membuat kurang maksimalnya pendanaan kegiatan 

perguruan tinggi. Implikasi dari keadaan tersebut bahwa PT sebaiknya dapat mencari 

sumber dana lain dan meningkatkan jumlah perolehan dana untuk mendukung proses 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. 

Kelima, dalam penyusunan anggaran terdapat banyak komponen yang perlu 

dirumuskan berdasarkan jenis dan prioritas kebutuhan. Implikasi dari keadaan tersebut 

adalah sebaiknya disusun kebutuhan ideal dalam merumuskan skala prioritas kebutuhan. 

Keenam, dalam pelaksanaan anggaran pada dasarnya perlu diperhatikan bahwa 

proses pembiayaan di perguruan tinggi dimanfaatkan secara transparan dan akuntabel. 

Implikasi dari keadaan tersebut adalah PT sebaiknya mampu memenuhi keadaan tersebut 

dan diharapkan dapat mempertahankan kepercayaan publik terhadap perguruan tinggi. 

Ketujuh, dampak anggaran memberikan penilaian peningkatan produktivitas 

pendidikan. Implikasi dari keadaan tersebut adalah bahwa PT sebaiknya memanfaatkan 

anggaran guna meningkatkan kualitas PT dan reputasinya sehingga mampu berdaya 

saing dan membuat kepercayaan meningkat dari segi pendidikan yang berkualitas. 

C. REKOMENDASI 

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian yang diperoleh dari data di lapangan, 

pada dasarnya  rekomendasi yang di berikan yaitu sebagai berikut: 

1. Peneliti Selanjutnya 

a) Peran perencanaan dalam manajemen pembiayaan pendidikan tinggi masih 

berdasarkan pada kondisi perguruan tinggi tersebut,  maka perlu dilakukan 

penelitian lebih dalam tentang bagaimana posisi dan peran perencanaan dalam 

meningkatkan kualitas dan reputasi perguruan tinggi. 

b) Peran direktorat atau biro keuangan diperlukan dalam kegiatan pembiayaan 

pendidikan di perguruan tinggi untuk efektivitas manajemen pembiayaan 

sehingga dapat menggambarkan pembiayaan ideal dalam menentukan kualitas 

perguruan tinggi. 

2. Rekomendasi Teknis 

a) Dalam proses analisis kebutuhan, maka untuk meningkatkan mutu kualitas 

perguruan tinggi harus mengidentifikasi kebutuhan dan kegiatan yang ideal. 
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b) Sumber dana perguruan tinggi terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pemerintah dan 

non pemerintah. Untuk meningkatkan mutu pendidikan perguruan tinggi maka 

dari dimensi pembiayaan pendidikan perlu digali sumber dana lain, seperti 

menjual produk pendidikan dalam perguruan tinggi tersebut seperti kepakaran 

dalam bidang tertentu. Dengan cara mencari nilai ekonomi dari produk-produk 

dan karya pendidikan diharapkan mampu meningkatkan reputasi perguruan 

tinggi, karena dengan memasarkan hasil pendidikan mampu membuat 

perguruan tinggi menjadi penghasil karya yang dapat membangun pendidikan 

bermutu. 

c) Hasil penelitian terkait dengan struktur organisasi pada umumnya relatif sama. 

Perbedaannya dalam kajian unit cost ini terletak pada fungsi dan peran 

direktorat keuangan dan direktorat perencanaan. Dengan demikian, untuk 

meningkatkan kualitas perguruan tinggi, harus dilihat dari produk kedua 

direktorat tersebut. Jadi perlu memposisikan peran direktorat perencanaan 

sebagai direktorat yang memiliki posisi strategis dalam manajemen 

pembiayaan. 

d) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realitas pembiayaan perguruan tinggi 

masih minim atau kekurangan. Idealnya pembiayaan dan mutu pendidikan 

harus berbanding lurus, untuk itu perlu adanya peningkatan jumlah dana untuk 

program-program tri dharma di perguruan tinggi. 

e) Dalam proses penyusunan anggaran masih terdapat komponen yang perlu 

dirumuskan berdasarkan skala prioritas komponen kebutuhan. Maka dari itu, 

perlu adanya komponen ideal seperti; komponen dalam proses pembelajaran, 

proses manajerial dan penelitian serta pengabdian. 

f) Dalam proses pelaksanaan anggaran sudah dilakukan secara transparan dengan 

tata cara yang sesuai dan melibatkan pihak yang berkepentingan seperti 

direktorat keuangan, direktorat perencanaan, satuan pengawas internal, auditor 

eksternal, serta unit kerja yang  bersangkutan. Dengan kondisi ini perlu 

dipertahankan proses mekanisme penganggaran pembiayaan dengan prinsip 

transparansi dan akuntabel. 

g) Berkaitan dengan anggaran, banyaknya indikator yang menentukan 

keberhasilan perguruan tinggi secara signifikan sangat berkaitan dengan 
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besarnya anggaran yang tersedia, maka perlu ditingkatkan besaran anggaran 

guna mewujudkan indikator yang telah ditetapkan. 

 


